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	Abstrak: Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau Provinsi, tempat terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Abstract:  Citizenship is a person's membership in the control of a particular political unit which carries the right to participate in political activities. Someone with membership were called citizens. A citizen has the right to have a passport from the country he is a member of. Citizenship is part of the concept of citizenship. Citizenship status has implications for rights and obligations. In the philosophy of "active citizenship", a citizen is required to contribute his abilities to the improvement of the community through economic participation, public services, volunteer work, and various similar activities to improve the livelihoods of his community. From this premise emerged the subject of Citizenship which is given in schools. An Indonesian citizen (WNI) is a person recognized by law as a citizen of the Republic of Indonesia. This person will be given an Identity Card, based on the Regency or Province, where he is registered as a resident/citizen. This person will be given a unique identity number (Population Identification Number, NIK) if he is 17 years old and registered at a government office. Passports are given by the state to its citizens as proof of the identity concerned in the international legal system.
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A. LATAR BELAKANG 
Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan serta wewenang untuk dapat pengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Rakyat dalam hal ini harus mnegikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan negara untuk mengatur warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah supaya tercapainya kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Negara pula memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut di seluruh Indonesia, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan negara serta negara dapat menegakan keadilan terhadap seluruh rakyatnya (Sukmana, 2016).
Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara yaitu warganya, warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut. Warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles disini tidak termasuk mereka kaum petani dan mekanik (Pasaribu, 2016).  Karena bagi Aristoteles yang berhak menyadang status warga negara hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam Polis.
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan, yaitu orang yang secara hukum diakui sebagai warga negara dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan literasi budaya dan kewargaan adalah keterampilan perilaku dalam kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara (Pratiwi et al. 2019).
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka dengan beberapa metode studi kasus untuk mengetahui kewarganegaraan. Dalam hal ini, topik yang dibahas mengenai bagaimana kewarganegaraan di Indonesia. Data dari penelitian ini didapatkan dari berbagai buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan web lain yang telah dipastikan keakuratannya. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan seta menelaah satu per satu e-book atau jurnal terkait tentang kewarganegaraan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi Hak Asasi Manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengembangan kompetensi bagi warga negara yang bercirikan multikultural mutlak dilakukan bahkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pengembangan warga negara multikultural. Kompetensi kewarganegaraan multikultural adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa sebagai warga negara yang mendukung upaya terwujudnya warga negara multikultural yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara (Yani, 2008).
Dipandang dari perspektif negara, maka setiap negara merdeka dan berdaulat itu haruslah memiliki warga negara yang sah. Sebaliknya dipandang dari segi kewargaan, maka setiap orang haruslah mempunyai status kewarganegaraan tertentu (Asshiddiqie, 2011). Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga diakui sebagai hak setiap orang. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 ditegaskan, “Setiap orang berhak atas status kewargenagaraan”. Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ dapat dikatakan merupakan konsep hukum (legal concept) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan (Asshiddiqie, 2011).
Status kewargenagaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Lebih-lebih dalam lalu lintas hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum Internasional (Jennings et al. 1992). Nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan Internasional (Bradley et al. 2003).
Secara normatif berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu (a) melalui kelahiran sebagai keturunan warganegara Indonesia, atau (b) melalui pewargenegaraan atau naturalisasi. Namun, secara teroritis, adanya lima praktik yang biasa diterapkan di berbagai negara, yaitu (i) Citizenship by birth, (ii) Citizenship by descent, (iii) Citizenship by naturalization, (iv) Citizenship by registration, dan (v) Citizenship by territorial incorporation. Sedangkan kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi melalui tiga kemungkinan cara, yaitu (i) Renunciation, (ii) Termination, atau (iii) Deprivation (Asshiddiqie, 2011).
Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (LN-RI Tahun 2006 Nomor 63, TLN No.4634), Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 4 UU Kewarganegaraan ini memberikan pula rincian mengenai pengertian dan macam-macam Warga Negara Indonesia yang mencakup: a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI; b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI; c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing; d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu WNI; e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI; g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI; h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 16 tahun atau belum kawin; i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. Anak yang lahir di wilayah negara Reublik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewargnegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain ke-13 macam Warga Negara Indonesia tersebut, Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tersebut juga menyatakan, “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI, kecuali dengan pemberian kewargenagaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) dan (2) juga menyatakan, “Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara RI dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI dengan sendirinya berkewarganegaraan RI”. “Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia”.
Status kewarganegaraan Indonesia, selain dapat diperoleh secara otomatis melalui kelahiran, juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Sekarang, tatacara untuk memperoleh status Wanga Negara Indonesia melalui naturalisasi atau pewargenagaraan itu dapat ditempuh dengan lebh cepat dan dengan syarat-syarat yang lebih jelas daripada sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006. Permohonan dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat, yaitu: a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin; b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wlayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih; f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Warga negara Indonesia juga dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila ternyata bahwa yang bersangkutan: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c. Dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden7 ; e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Inndonesia; f. Secara sukarela engangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g. Tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Status sebagai Warga Negara Indonesia dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945. Namun, patut disadari bersama bahwa konstitusi negara tidak hanya memberikan jaminan hak-hak kepada setiap warga negara, akan tetapi juga menentukan adanya kewajiban-kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi. Hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar itu biasa dinamakan sebagai hak-hak konstitusional warga negara (constitutional citizens’ rights) yang harus kita bedakan dari pengertian hak asasi manusia (human rights). Selain itu, dari segi pengaturannya, hak asasi manusia biasanya diatur dalam undang-undang dasar, meskipun di Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tetap masih berlaku meskipun semua materi-materi pokoknya sudah diadopsikan menjadi materi UUD 1945 pada Perubahan Kedua tahun 2000. Idealnya, pengaturan tentang hak asasi manusia tidak memerlukan undang-undang, kecuali untuk hal-hal yang bersifat teknis pemenuhan dan penegakannya. Namun, hak konstitusional warga negara dapat dijabarkan lebih lanjut pengaturannya dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya (Asshiddiqie, 2011).
Dalam perspektif hak asasi manusia itu, tidak ada seorang manusiapun yang boleh diperlakukan berbeda dari orang lain secara diskriminatif, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 28H ayat (2) ini ditentukan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga memberikan perlakuan khusus bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu, yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Perumusan pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945 biasanya menggunakan perkataan “setiap orang”, sedangkan perumusan pasal hak konstitusional warga negara menggunakan perkataan “setiap warga negara”. Ketentuan hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, semuanya menggunakan perkataan “setiap orang” sebagai subjeknya. Sedangkan ketentuan mengenai hak “setiap atau tiap-tiap warga negara” dimuat dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1). Misalnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinatahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal 31 ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 27 ayat (3) juga menentukan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dengan perkataan lain, di samping mempunyai hak-hak, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara. Artinya, negara mempunyai hak yang juga harus diakui, dihormati, dan dipenuhi oleh setiap warga negara, seperti wajib bela negara dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Asshiddiqie, 2011).
Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (global society) yang cerdas. Pendidikan Kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional (Nurmalisa et al. 2020). Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan bernegara (Supriyanto, 2018).
Karakter yang baik akan membangun kesadaran dalam diri setiap warga negara baik dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara (Widodo, 2018) yaitu: 1) Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakat, profesi maupun politik. 2) Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) Ikut serta dalam pemilihan umum. 4) Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. 5) Berpartisipasi dalam menjaga kedautan bangsa dan negara.
Warga negara yang baik inilah yang menjadi petuah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraanadalah   pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkanwarga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis (Sagala, 2019). Berpikir kritis berarti ikut berkomentar mengenai hal apapun yang sedang hangat terjadi di lingkungan sekitar. Dengan berfikir kritis maka warga negara bisa mengetahui peran dan kedudukannya dalam hierartki pemerintahan. Berpikir   kritis   bisa   memunculkan   literasi   yang   akan   berdampak   pada   pergerakan masyarakat dalam berpolitik praktis. Literasi media dapat meningkatkan partisipasi politik secara lebih signifikan (Bashori, 2018). Pendidikan Kewarganegaraan memberikan petuah bahwa dalam kontestasi politik harus   mengedepankan   etika   dan   norma, tidak   melakukan   segala   macam   cara   yang inkonstitusional demi menjadi pemenang. Dengan demikian petuah untuk menjadi warga negara yang baik bisa dilakukan ketika para calon kandidat kepala daerah berkompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku (Nurgiansah, 2021).
Berbicara mengenai civic culture adalah berbicara tentang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan etika dalam membangun peradaban. Adapun unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “civic virtue” atau kebajikan/akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara (Winataputra & Budimansyah, 2012). Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk sikap kedewasaan manusia dalam melakukan segala tindakan, keputusan kritis dalam segala hal. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai pendidikan karakter, etika, moral, yang didalamnya terdapat karakter gotong royong, saling menghormati, dan religius (Hendri, 2020).
Dalam bidang pendidikan, perilaku kewarganegaraan organisasi melibatkan membantu sesama dan menjadi upaya untuk menyelesaikan tugas tambahan serta mematuhi aturan dan prosedur tempat kerja. Perilaku kewarganegaraan organisasi dapat meningkatkan kinerja guru, karena perilaku ini merupakan interaksi sosial setiap anggota, yang nantinya dapat membuat semua orang stabil di sekolah, mengurangi terjadinya perselisihan, dan tentunya meningkatkan efisiensi (Oktavianti et al. 2019). Perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan kontribusi pribadi yang melebihi persyaratan peran pekerjaan dan dihargai oleh penerima kinerja tugas (Triandani, 2017). Perilaku pribadi adalah bebas dan tidak langsung atau pengakuan eksplisit sistem penghargaan dan mempromosikan operasi organisasi yang efektif (Ticoalu, 2013).
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian di dalam pendidikan nasional yang berperan lebih strategis untuk meningkatkan kembali mengenai wawasan kebangsaan, semangat nasionalisme. Karena itu, dalam memperkuat peranan penting PPKn, maka dari itu, pemerintah disini dan saat ini mewajibkan memberikan dan diberikan pada setiap satuan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Sesuai dari dalam pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa “pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi sosok manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Karena itu, negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara yang tinggi dan juga memiliki semangat nasionalisme di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membangun karakter seseorang (character building) negara Indonesia, antara lain: a. dalam membentuk kecakapan partisipatif warga negara, b. dapat mewujudkan dan menjadikan warga negara yang aktif, cerdas, kritis dan demokratis, namun disatu sisi tetap memiliki satu komitmen dalam menjaga persatuan dan integritas bangsa negara; c. dapat menumbuh kembangkan kultur demokrasi yang memiliki adab, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab (Ubaedillah & Rozak, 2011, hal. 9).
Dilihat dari segi holistik, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar setiap masyarakat negara muda (young citizens) dapat memiliki rasa wawasan kebangsaan bahkan cinta tanah air dalam segi konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai serta komitmen Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia (Winataputra, 2014). Maka dari itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan adanya perkembangan psikologis mereka dan dalam konteks kehidupan secara sistematik difasilitasi untuk dapat belajar berkehidupan demokrasi secara utuh.
Menurut Suyanto (2010), karakter merupakan pola pikir dan cara berperilaku yang menjadi salah satu ciri khas tiap suatu individu untuk hidup dan mampu bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Sementara itu, pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti, dimana hal ini melibatkan aspek pengetahuan seseorang (cognitive), aspek perasaan (feeling) dan aspek tindakan (action). Tanpa ketiga aspek-aspek tersebut, maka suatu pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan efektif.
Kemendiknas (2011) menyampaikan bahwa nilai luhur adat dan budaya suatu bangsa Indonesia telah diidentifikasi menjadi 18 nilai karakter, yakni: religius, jujur toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Menurut Sri (2012) Sikap pribadi seseorang dapat ditentukan oleh faktor lingkungan dan dengan landasan teori conditioning ada fungsi bahwa karakter ditentukan oleh lingkungan. Satu pribadi akan menjadi pribadi yang memiliki karakter apabila mereka dapat tumbuh pada suatu lingkungan yang berkarakter. Tentunya, hal ini memerlukan usaha secara menyeluruh yang dapat dilakukan seluruh pihak: meliputi keluarga, sekolah dan seluruh komponen yang terdapat di dalam masyarakat.
Kualitas pembelajaran yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Peningkatan kualitas pembelajaran dimulai dari hal terkecil terlebih dahulu seperti pelaksanaan pembelajaran di kelas yang optimal sehingga menghasilkan siswa siswi yang cerdas dan dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Pendidikan ibarat wadah untuk membentuk warga negara yang cerdas (Dewantara et al. 2021). Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, guru dan lingkungan belajar (Hanum, 2020). 
Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan bakat dan minat siswa sehingga siswa akan antusias terhadap semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah (Setiawan, 2014). Terlebih pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang isi materinya banyak dan menimbulkan rasa bosan. Tantangan dunia pendidikan saat ini yaitu menerapkan sistem pendidikan yang memungkinkan optimalisasi seluruh pihak, baik guru, siswa, maupun pemerintah (Gani, 2018). Dengan begitu, permasalahan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Lickona (2012) mengatakan bahwa karakter merupakan kepemilikan terhadap hal-hal yang baik, untuk menggambarkan bagaimana karakter melibatkan pengetahuan moral (knowing of good), perasaan moral (feeling the good), dan tindakan moral (acting the good). Kehidupan yang penuh kebajikan (the virtuouslife) sendiri oleh Lickona dibagi dalam dua kategori, yakni kebajikan terhadap diri sendiri (self-oriented virtuous) seperti pengendalian diri (selfcontrol) dan kesabaran (moderation); dan kebajikan terhadap orang lain (other-oriented virtuous), seperti kesediaan berbagi (generousity) dan merasakan kebaikan (compassion).
Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan tahapan pembentukan karakter yang tidak kalah penting dari pembentukan karakter di tingkat sekolah, hal ini karenakan pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di persekolahan. Salah satu mata kuliah yang mengemban misi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. PKn baik dalam pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), non-formal (pendidikan di luar sekolah), maupun informal (pergaulan di rumah dan masyarakat), mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan dalam diri warga negara dalam berbagai konteks (Winataputra, 2015).
Tujuan utama dari pembelajaran PKn adalah untuk membentuk pribadi yang cerdas, terampil, demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, mempunyai warga negara yang bermoral dan mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang tinggi (Kabatiah, 2021). Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui preses pelajaran dan atau cara lainnya yang dikenal dan diakui oleh masyarakat (Suharyanto, 2013). Sebagai mana dikatakan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 1 ayat 1 bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar pesrta didik secara aktif mengembangkan petensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sesuai dengan salah satu tujuan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan itu dapat dimengerti bahwa pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan falsafah negara sebagai mana yang terdapat dalam UUD pasal 31 ayat 1-5 yang berbunyi: Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjungjung tinggi nilai-nilai agama dan persartuan bangsa untuk kemajukan peradaban serta kesejahteran umat manusia. Kemudian didalam Undang-Undang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) RI NO 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 2 dan 3 juga disebutkan bahwa: Pasal 2 yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujan untuk berkembangnya potensi pesera didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa., berakhlak mulia, sahat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetia kawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi kemasa depan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah penanaman nilai moral (Suharyanto, 2013).
D. SIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tecakup dalam kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaran, akan lebih baik lagi jika pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita.
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